ABSTRAK
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Penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya penggunaan petasan dalam
setiap perayaan ataupun event-event besar. Dimana petasan ini menggunakan bahan
peledak yang menggunakan zat kimia berbahaya yang sifatnya mudah meledak
(eksplosive) yang berpotensi mencemari lingkungan hingga berdampak pada
kesehatan manusia maupun hewan disekitarnya. Namun, masyarakat tidak
menyadari akan dampak yang diberikan kepada lingkungan dari penggunaan
petasan tersebut dan malah menjadikan hal ini sebagai tradisi. Maka dari itu
perlunya tindakan tegas dari pemerintah dalam menangani hal ini melalui kebijakan
terkait penggunaan zat kimia eksplosive dalam petasan serta meningkatkan
kesadaran masyarakat guna mencegah pencemaran lingkungan yang lebih berat.

Dari latar belakang tersebut maka dirumuskan beberapa permasalahan
dalam penelitian ini sebagai berikut : 1) Bagaimana Pengaturan Tentang
Penggunaan Zat Kimia Yang Mudah Meledak (Eksplosive) Dalam Petasan Yang
Dapat Berdampak Terhadap Pencemaran Lingkungan. 2) Bagaimana Upaya
Pemerintah Dalam Menangani Pencemaran Lingkungan Yang Ditimbulkan Akibat
Penggunaan Zat Kimia Dalam Petasan.

Metode peneltian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis
penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara, dokumentasi. Sedangkan
Teknik analisis data menggunakan redukasi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pengaturan terkait penggunaan
bahan peledak petasan yang mengandung zat kimia diatur dalam beberapa
peraturan sebagai berikut, UU darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan
Bahan Peledak, Peraturan Kepala Kepolisian Negara republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengamanan, Pengawasan dan Pengendalian Bahan
Peledak Komersial, terkait pencemaran lingkungan yang disebabkan zat kimia
dalam petasan diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan

XXV



Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengaturan tersebut semuanya untuk melindungi
manusia dan lingkungan dari bahaya penggunaan petasan yang menggunakan
bahan peledak yang mengandung zat kimia berbahaya, dan bagi setiap pelanggar
akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada tingkatan daerah
penggunaan zat kimia eksplosive dalam petasan yang berpotensi mencemari
lingkungan belum ada peraturan yang mengatur secara spesifik, selama ini yang
menjadi landasan masih peraturan yang ditingkat pusat. 2) Belum ada upaya yang
dilakukan secara maksimal oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pencemaran
lingkungan akibat zat kimia eksplosive dalam petasan. Selain itu Pemerintah Daerah
Kabupaten Tulungagung belum ada pengawasan penggunaanya, pengecekan
daerah-daerah yang telah menggunakan petasan baik dalam hari biasa ataupun hari-
hari tertentu seperti ketika perayaan atau event-event tertentu. Pemerintah daerah
seharusnya membuat regulasi hukum sebagai tindak lanjut dari peraturan ditingkat
pusat, sekaligus melakukan edukasi pembelajaran kepada masyarakat agar
masyarakat tahu akan akibat yang terjadi dilingkungan akibat pembakaran petasan,
sehingga mereka lebih memahami tanggung jawab dan konsekuensi dari setiap
tindakan terhadap lingkungan dan keselamatan bersama.
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ABSTRACT
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the Perspective of Environmental Law (Case Study in Tulungagung
Regency) , Constitutional Law Program, Faculty of Sharia and Law, State
Islamic University Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2024,
Supervisor: Muksin, M.H.

Keywords: Analysis, Environmental Pollution, Explosive Chemicals in
Firecrackers

This research is motivated by the widespread use of firecrackers during
celebrations or large events. Firecrackers use explosive chemicals, which are
hazardous and have the potential to pollute the environment, impacting human
and animal health nearby. However, the community often overlooks these
environmental impacts, treating firecrackers as a traditional part of celebrations.
Therefore, strict government action is needed to address this issue through
policies regulating the use of explosive chemicals in firecrackers and raising
public awareness to prevent further environmental pollution.

From this background, several problems in this study are formulated as follows: 1)
How is the Regulation on the Use of Explosive Chemical Substances in
Firecrackers Which Can Have an Impact on Environmental Pollution. 2) How are
Government Efforts in Handling Environmental Pollution Caused by the Use of
Chemical Substances in Firecrackers.

The research method used is a qualitative method with the type of field research.
Data collection techniques used in this research are observation, interviews,
documentation. While the data analysis technique uses data reduction, data
presentation, and conclusion drawing.

The results of this study indicate that: 1) Regulations related to the use of
firecracker explosives containing chemical substances are regulated in several
regulations as follows, Emergency Law No. 12 of 1951 concerning Firearms and
Explosives, Regulation of the Chief of the Indonesian National Police Number 17
of 2017 concerning Licensing, Security, Supervision and Control of Commercial
Explosives, related to environmental pollution caused by chemical substances in
firecrackers are regulated in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental
Protection and Management. These regulations are all to protect humans and the
environment from the dangers of using firecrackers that use explosives containing
hazardous chemicals, and for any violators will be subject to sanctions in
accordance with applicable regulations. At the regional level, the use of explosive
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chemicals in firecrackers that have the potential to pollute the environment has not
yet been specifically regulated, so far the basis is still regulations at the central
level. 2) There has been no effort made optimally by the local government regarding
environmental pollution due to explosive chemicals in firecrackers. In addition, the
Tulungagung Regency Regional Government has no supervision of its use, checking
areas that have used firecrackers either on weekdays or certain days such as during
celebrations or certain events. The local government should make legal regulations
as a follow-up to regulations at the central level, as well as educate the public so
that people know the consequences that occur in the environment due to the burning
of firecrackers, so that they better understand the responsibilities and consequences
of every action on the environment and mutual safety.
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